
BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR ~ 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

Menimbang 

Mengingat 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

a . bahwa penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 
2020 perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan pemerintah 
yang bersifat strategis untuk penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 20 19 (Covid- 19) yang 
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran 
antar unit organisasi, antar kegiatan, antar 
kelompok belanja, antar jenis belanja, an.tar obyek 
belanja dan antar rincian obyek belanja; 

b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 
164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
20 19 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk 
melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja 
dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan 
melalui perubahan Peratu ran Kepala Daerah ten.tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksu d dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati ten.tang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 
ten.tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 ten.tang Perubahan Atas 
Un dang-Undang Nomor 12 Tahu n 1985 tentang Pajak / 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

5 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungj awab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan ar1tara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, / 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

KMAG HUKUM KASU88AG7 



-3-

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwal<llan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali teral<liir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712); 

13. Peraturan Peme1intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah I 
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Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembina.an dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Peme1intahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pela.ya.nan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 18 
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jl 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah fl 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

26. Peraturan Mente1i Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telal1 diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Peru bahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nege1i 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

28. Peraturan Mente1i Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyaral<:at 
di Kelurahan (Be1ita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 139); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Nomor 207 .a); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Nomor 246 .a); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 
270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Nomor 270.a); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 
275, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Nomor 275.a); 

34. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 37 Tahun 2019 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Be1ita Daerah / 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 474); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

PASAL I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 474) diubah 
sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 huruf a dan huruf b diubah sehinga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula 
berjumlah Rp. l.098 .608.683.000,00 bertambah/berkurang sejumlah 
Rp. 157.841.110.058,09 sehingga menjadi Rp.940. 767.572.941,91 dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah 

1. Semula Rp. l.101.200.133.000,00 
2 . Bertambah / (berkurang) Rp. 155.462.110.058,09 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran Rp.945. 738.022.941 ,9 1 
b. Belanja Daerah 

1. Semula Rp.1.098.608.683.000,00 
2 . Bertambah / (berkurang) Rp. 155.462.110.058,09 

Jumlah Belanja Daerah setelah Pergeseran Rp.943.146.572.941 ,9 1 

Surplus/(defisit) setelah Pergeseran 
c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
a) Semula Rp.8.355 .550.000,00 
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 
setelah Pergeseran 

2 . Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
a) Semula Rp.10.947.000.000,00 
b) Bertambah(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
setelah Pergeseran 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Pergeseran 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Pergeseran: 0,00 

Rp. 2.591.450.000,00 

Rp. 8.355.550.000,00 

Rp. 10.947.000.000,00 
Ro. (2 .591.450.000,00) 

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan da1i 
Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum / 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian t idak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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PASAL II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
GunungMas. 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 23 April 2020 

BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

JAYA SAMAYA MONONG 
Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 23 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

ttd 

YANSITERSON 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 511 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 


